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KEPUTUSAN CAMAT BUKI 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR  03  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH                       

LINGKUP KECAMATAN BUKI 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

CAMAT BUKI  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi Pengadaan 

Barang/Jasa lingkup Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka perlu 

menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,; 

b. Bahwa pejabat pengadaan adalah pejabat 

administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas 

melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung 

dan E-Purchasing; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Camat Buki. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa dan 

Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2833); 

 

 

 



3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebsa dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang 

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan berakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4889); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LembaranNegara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5655); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulaua Selayar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62,  

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 28); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

 

 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 53); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136); 

19. Peraturan Bupati Kepulaun Selayar Nomor 60 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847); 

Memperhatikan :  Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Sekretariat Daerah Nomor 38/II/2025/BPBJ tanggal 5 

Februari 2025 perihal Pejabat Pengadaan. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menunjuk Sdr. DODI HASAN FAUZAN, S.E. Nip 19871031 

200701 1 001, Pangkat Penata Muda Tk.I,Golongan Ruang 

III/b sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup 

Kecamatan Buki  Tahun Anggaran 2025; 

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 

Pengadaan Langsung; 

2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk 

penunjukan Langsung untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang 

bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus 

Juta Rupiah); 

 

 

 



3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 

penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa 

Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 

100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ; dan 

4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling 

banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2025. 

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

 
Ditetapkan di Baruia 

pada tanggal 10 Februari 2025 

 
  CAMAT BUKI, 

 

 
 

DEMPAK, S.Pd 

Pangkat: Pembina Tk.I 
NIP.19690921 199203 1 010 

 

 

Tembusan : 
 

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng; 

2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng; 
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 

4. Kepala Bagian BPBJ Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. 

 
 
 


